
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2012
NOMOR 014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang
iimbang : nya^ luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung
pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan
Pernbangunan dan pelayanan kemasyarakatan menuju
kemandirian Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1), Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

fengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana iLembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3259);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3821);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2d08 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4466);

7 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184 );

8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025):

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059)

11 Undang-Unaang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pembenan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan

• di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan .
Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote®\
Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Tambahan Lembaran Daerah^
Kabupaten Rote Ndao Nomor 032);
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Deng in Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Dan

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

^Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

•.Dalam Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan :
,>i. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

;3. Pupati adalah Bupati Rote Naao.
M. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ndao Rote .
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pernanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestanan lingkungan.

9. Wajib Retnbusi adalah orang pribadi atau Badan yang rnenurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi Tertentu.

10Masa Retnbusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

H.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. v,

12 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat<£\
kek.-tapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang v-^
'eri .tana
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ISurat Ketetapan Retnbus, Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
rSKRDLB adalah Surat Ketetapan Retnbusi yang menentukan jumlah kelebihan
ipembayaran retnbus, karena jumlah kredit Retnbus, iebih besar dan pada retnbus,
;yang terutang atau sehamsnya tidak terutang.
ISurat Tag,han Retnbus, Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tag.han Retnbus, dan/atau sanks, adm.mstratif berupa bunga

l5.femenksaandaadalah serangka.an kegiatan mengh.mpun dan mengolah.data
keteranqan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguj, kepatuhan pemenuhan
ewaTban perpajakan daerah dan retnbusi dan/atau untuk tujuan lam dalam rangka
Ssanakan'ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan

N^kanTndak p.dana d. b.dang retnbus, adalah serangka.an tindakan yang
1 dLk tan oeh penyid.k untuk mencar. serta mengumpulkan bukt, yang dengan

bukt, -tu membuat terang t.ndak p.dana d, b.dang retnbus, daerah yang terjad. serta
menemukan tersangkanya

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

)jenio Retribusi Perizinan Tertentu terdin dan '
a Retnbusi Izin Mendinkan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retnbusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan

I p Retnbusi Izin Usaha Perikanan. .^jSenfs SSribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ci.golongkan sebaga. Retnbus,
Perizinan Tertentu.

Bagian Pertama
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama. Objek, Subjek dan Wajib Retnbus.

Pasal 3

Dengan nama Retr.bus, Izin Mendinkan Bangunan dipungut Retnbus, atas peiayanan
pemberian izin untuk mendinkan suatu bangunan.

Pasal 4

(DObjek Retnbus, Mend.rikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendinkan

menempati bangunan tersebut
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ijTidak teimasuk objek Retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (,1) adalah
pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 5

Subjek Retnbusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin
Mendinkan Bangunan dan Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retnbusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retnbusi. termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin
Mendinkan Bangunan

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa 1MB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor
luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan
bangunan.

1(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
](3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai

berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan

NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN

1. Bangunan dengan luas s/d 100 M 1,00
2 Bangunan dengan luas s/d 250 M 1,5
3. Bangunan dengan luas s/d SCO M 2,5

4. Bangunan dengan luas s/d 750 M 3,5
5

6 ""'
7 "~

Bangunan dengan luas s/d 1000 M
Bangunan dengan luas s/d 1500 M

4

4 5

Bangunan denga, luas s/d 3000 M 5

b. Koefisien Tingkat Bangunan

1 Bangunan 1 lantai 1.00

Bangunan 2 lantai 1.5

Bangunan 3 lantai 2.5

Bangunan 4 lantai 3,5
Bangunan 5 lantai 4.0

Koefisien Guna Bangunan

1 Bangunan Sosial
Bangunan Perumahan
I i;ir(|iin;in I .isihl.'i'. I lim mi

•l Bangunan Pendidikan
•; Bangunan KelembagraivKantor
6 Bangunan Perdagangan Dan jasa
7 Bangunan Industn
8 Banguan kriusus
S Bangunan Campuran
10 Bangunan Lain-lain

05

00

00

00

50

* 2.do"
i 2,00

! 3.00

! 2,75
•2,50
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|4) Tingkat penggunaan jasa dihitung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

sebagai perkalian koefisien-koefisien

Paragraf 3
Prmsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tanf

Pasal 7

Prmsip dan sasaran dalam penetapan tanf Retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau selurun biaya penyelenggaraan pemberian 1MB.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya
dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu berupa
pembangunan baru maupun perbaikan atau mengubah bangunan.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tanf retribusi 1MB ini tercantum dalam lampiran I, dan
'• merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman-Beralkohol dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian izin penjualan minuman beralkohol di suatu

;tempat tertentu.

Pasal 11

Objek Retnbusi Izin Tempat "enjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin
untuk melakukan penjualan minuman beralkohol pada suatu tempat tertentu.

Pasal 12

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat
penjualan minuman beralkohol,

(2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi
atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi &
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau
pemotongan Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
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Paragraf2
CaraMengukurTingkatPenggunaanJasa

Pasal13

fugkotpenggunaanjusndil.itungberdasarkanjenisataugolonganminuman
BralkoiKl

PrinsipdanSasarandalamPenetaoanStrukturdan
BesarnyaRetribusi

Pasal14

PrmsipdansasarandalampenetapantanfRetribusididasarkanpadatujuanuntuk
menutupsebagianatauseluruhbiayapenyelenggaraanpemberianizintempat
penjualanminumanberalkohol
Biayapenyelenggaraanpemberianizinsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
meliputipenerbitandokumenizin,pengawasandanpengendaliankegiatanusaha
secaraterusmenerusdilapangan,penegakanhukum,penatausahaandanbiaya
dampaknegatifdanpemberianizintercebut.

Paragraf4
StrukturdanBesarnyaTanfRetnbusi

Pasal15

|Strukturdanbesarnyatanfdigolongkanberdasarkanjenisdantempatpenjualan
?minumanberalkohol.

[Strukturdanbesarnyatanfretnbusisebagaimanadimaksudpadaaya'(1)tercantumdalam
l-LampiranIIdanmerupakanbagianyangtiaakterpisahkandariPeraturanDaerahini.

BagianKetiga
RetribusiIzinGangguan

Paragraf1
Nama,Objek,SubjekdanWajibPajak

Pasal16

ngannamaRetnbusiIzinGangguandipungutRetribusisebagaipembayaranatas
nberianizintempatusaha/kegiatankepadaorangpribadiataubadanyangdapat

(pnimbulkanancamanbahayakerugiandan/ataugangguan.

Pasal17

|ObjekRetribusiadalahpemberianizintempatusaha/kegiatankepadaorangpribadi
.ataubadanyangdapatmenimbulkanancamanbahaya,kerugiandan/atau•
..gangguan,termasukpengawasandanpengendaliankegiatanusahasecaraterus-
/tnenerusuntukmencegahterjadinyagangguanketertiban,keselamatan,atau
kesehatanurnum,memeliharaketertibanlingkungan,danmemenuhinorma

fkeselamatandankesehatankerja.
[TidaktermasukObjekRetribusisebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah«\
.tempatusaha/kegiatanyangtelahditentukanolehPemerintahPusatatau
iPemerin'ahDaerah.
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Pasal 18

|1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin
Gangguan.

|(2) Wajib Retribusi Izin ga: gguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retnbusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin
Gangguan

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

) Tingkat penggunaan jasa berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, indeks
lokasi dan indeks gangguan

1(2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan
yang dihitung sebagai jumlah iuas setiap lantai.

Paragraf 3
Prmsip Dalam Penetapan Struktur dan

Besarnya Retribusi

Pasal 20

Prmsip dan sasaran dalam penetapan tanf Retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.

1,(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbifan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya
dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retnbusi

Pasal 21

1.(1) Tanf Retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.
;:(2) Struk'.ur dan besarnya tanf Retnbus, sebagaimana tercantum dalam lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pacal 22

:Dengan nama Retnbusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada
!badan untuk menyediakan peiayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau
|beberapa Trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 23 ^k

fObjek Retnbusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan peiayanan angkutan U
Ipenumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
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Pasal 24

| Subjek Retnbus, adalah badan yang memperoleh Izin Trayek dan ^^Z^uran
I Wa b Retribusi Izin Trayek adalah badan yang menurut ketentuan peraturan^erundang-undangan retnbus, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retnbusi,
•termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

• Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 25

|ngkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis
Ingkutan umum penumpang.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tanf Retribusi

Pasal 26

m\ PnnsiD dan sasaran penetapan tanf Retribusi didasarkan pada tujuan untuk
^ men fup seb hagian atau se.uruh b,aya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek

(2) Baypenyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1){) me!put"penertiban dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
Secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya
dampak negatif dan pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tanf Izm Trayek

Pasal 27

(1) Struktur tanf digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya
m Struktur dan besarnya tanf retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat1}ft) tercantum dalam Lamp,ran IV dan merupakan bagian yg tidak terpisahkan dan

Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 28

,,. r, -,,..„ hp^Tku retnbusi izin trayek 5 (lima) tahun ,11 c::;;^ '̂'Trayek waj.b'daftar ulang set,ap tahun, dengan dikenakan tanf retnbusi
<!;t-nannana dimaksud dalam lampiran IV. Hnkumen «frv, I. ,,, ^minnnnya retribusi adalah pada i.aat d.terbitkannya SKRD atau dokumen <**y
.. ;,i i veil i'..| Uipei samakan
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Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nnmn. Oh|ok. Subjek dnn Wajib Pajak

Pasal 29

fDengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas peiayanan
{pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha
[penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 30

(1) Objek Retnbusi peiayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha
penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
a Surat Izm Usaha Perikanan

i" i t hm | ki mnk ana i I ' i dan
1 V ii a1 j »•>! u u \ ' tsan

(2; i r f\ tKU,i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
1 i ik i < i onian yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan

i m i ' i . perikanan

Pasal 31

(1) Subjek Retribusi Izm Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh Izin Usaha Perikanan dan Pemerintah Daerah.

;(2)Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi

Usaha Perikanan,

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap,
•'frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tanf.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Tanf Retribusi

Pasal 33

(1) Prmsip dan sasaran dalam penetapan tarif retnbusi didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.

|.(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha 4-k
secara terus menerus diiapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya /Q
dampak negatif dan pemberian izin tersebut.
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Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

miktur dan besarnya tarif Retribusi, Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantunn
ilam Lampiran Vdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 35
i|)Orangatau badan'hukum yang melakukan usaha perikanan dikenakan pungutan

produksi sebagai berikut: .
a Hasil penangkapan ikan di laut atau perairan umum bagi perusahaan

perikanan skala kecil dikenakan pungutan sebesar 1%(satu persen) dikalikan
produktifitas kapal dikalikan harga patokan ikan;

b Hasil penangkapan ikan di perairan umum bagi perusahaan perikanan skala
besar dikenakan pungutan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dikalikan
produktifitas kapal dikalikan harga patokan ikan;

c Hasil pembudidayaan ikan di perairan laut, perairan air tawar dan perairan
payau masing-masing sebesar 1%(satu persen) dikalikan harga jual seluruh

. ikan hasil pembudidayaan. -
|2) Pemungutan-pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPl

dan/atau PPL

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retnbus, dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara^

bruto ke kas daerah „o.„wi yP(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi di atur dengan Peraturan Bupati. ™
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Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 36

| Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai
Pembayaran retribusi te.utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 20 (dua puluh) han sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen
lainnya yang dipersamakan.
Tata cara pembayaran penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

|1) Penagihan Retnbusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan
menggunakan STRD.

2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada nyat (1) didahului
dengan surat teguran.

|(3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan Retribusi
d-'-'-luarkan setelah 10 (sepuluh) han sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

|4) n.ii ni luncjka waktu 7 (tujuhi han setelah tanggal dikeluarkan surat teguran Wajib
Uetibusi haius melunasi Retribusi yang terutang

|5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang
| dPnipik'
1(6) Timcnra penagihan dan penertiban surat teguran diatur dengan Peratuan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 40

Wajib Retnbusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

|2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas

.(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dioenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

|(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

[(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 41

f(1) Bupati dalam jangka wakiu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan ditenma harus memben keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

t(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bag, Wajib Retnbusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati

ii(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
• sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
=(4)Apab,la jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati gx

tidak memben suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap /^
dikabulkan
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Pasal 42

H)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbaian bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

tylmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat
Kadaluwarsa

Pasal 43

)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

iKadaluwarsa penagihan retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak

langsung.
3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

t- a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tangal diterimanya surat teguran tersebut.
14) Pengakuan utang retnbusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan miasih mempuyai
;, utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
1(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

;(1) Piutang Retribusi yang tidak mungKin ditagih lagi
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan

:'(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksut pada ayat (1)

!(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Sanksi Administrate

karena hak untuk melakukan

Pasal 45

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi admimstratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen )
setiap bulan dan Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

(3

BAB V

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 46

Tai if Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 u.ga) tahun sekali.pin!n,auan tarif retnbus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memDerhatikan indeks harga dan perkembangan peiekonomian. .
PeneCan tarif Retnbus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati
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BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

|)lnstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diben insentif atas dasar
pencapaian kinerja terter'u

)Pembenan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan
Perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diben
wuwenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

, Retnbus, Daerah. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
1(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
ben.venang sesuai dengan ketentuan Peraturan Per' mdang-Undangan.

|(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a menerima, mencan. mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana d, bidang Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjad, lebih lengkap dan jelas,

b meneliti, mencan, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retnbusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukt, dan orang pnbadi atau Badan sehubungan
dengan ttndak pidana Retnbusi;

d. memenksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
Retribusi;

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt, pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut,

f, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana Retribusi;

g menyuruh berhent, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang. benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
I menghentikan penyidikan; dan/atau
k melakukan tindakan lam yang perlukan untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum ^
melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang <VVy
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

|)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

JTindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 50

da sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

3a saat Peraturan Daerah mi mulai berlaku, Retribusi yang m^sih terutang
dasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan

tu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam
eraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih se^ma jangka waktu 5
na) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

.da saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 002
SeriC Nomor 016);
Peraturan Daerah Kabuputen Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (LembararrDaerah Kabupaten Rote
Ndao Tahun 2004 Nomor003 Seri C Nomor 017);
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2004 tentang Retribusi
izir, Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 008 Seri
C Nomor 029),

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 tentang Izin Usaha
Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 016 Seri C
Nomor 037); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin *y
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 QP
Nomor 002 Sen C Nomor 048) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. '
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Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan/di Ba'

innd.-n,j!-,in n, Raa
adcilunyyul 12 Januan 2012

5ETD^V

DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,^

t)RAGERU

IMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN i
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12 Januari 2012

NDAO^

WANING

2012 NOMOR 014
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

a. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, membehkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peiayanan publik kepada
masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten Rote
Ndao berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada
masyarakat. Pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-
undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retnousi Daerah, Pemerintah Daerah diben kewenangan untuk melakukan
Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu. Guna
mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 7

Dasal 8

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13
Cukup jelas
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Pasal 14

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup lelas

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 21

Pasai 22

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Ci ilu ip jekts

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

>asal 34

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 40

Pasal 41
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Pasal 42
Cukup jelas

fPasal 43
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Yang dimaksud dengan Pengakuan utang retribusi adalah

kesanggupan baik secara langsung maupun tidak langsung
dan Wajib utang Retribusi yang menyatakan sanggup untuk
membayar utang retribusinya yang dinyatakan dengan surat
pernyataan sanggup.

Ayat (5) Cukup jelas
I Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

, Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan"
adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas

<
IAMRAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 106 <ti
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•R.< RAH ROTE NDAO

i TAHUN 2012

.- ..b'NUARI 201:

STURi IKIUR

IJIN

JENIS BANGUNAN

RUMAH TJNGGAL"" "
1 Rumah Permanen

BESARNYA TARiP RETRIBUSI

IDIRIKAN BANGUNAN

LOKASI

2 Rmrah Semi

Permanen

3 Rumah Darurat

BANGUNAN FASILITAS UMUM.'
1 BangLnantasiasimm komersal

yaitu: bangunanuntuk tcko,bank
tempat usaha, pabrik, gudang,
tempat rekreasi, usaha
Iamnya

2 Bangunan fasilitas, umum,
swasta,

bangunan rumah sakit, usaha
pendidikan dan yang sejenis

Bangunan fasilitas
perusahaan
pemenntah/Negara

LAIN-LAIN

1 tembok/pasangan
Seperti pagar.saluran air
ri",tni (ill

"; n, 1 rjqnnhan kerannkn
,il.i|) K'lyu.'bL'Si

3 alat-alat reklame.

Memasang mendirikan
Tangki

5 mendinkan cerobong

asap. tiang-tiang konstruksi
'.. j.rmbongkaran Bangunan

Jin. Gang
Jin I oknl

Jin HislHk

Jin Utama

Jin Gang
Jin Lokal

Jin Distnk

Jin. Utama

Jin. Gang/Distrik
Jin. Utama

Jin. Gang
Jin. Distnk

JSn. Utama

J!n. Gang

Jin. Lokal

Jin. Distrik

Jin. Utama

Jin. Gang

Jin. Lokal

Jin. Distrik

Jin Utama

JI.Gang/Lokal

J! Distrik/Utama

Jl Gang/Lokal
Jl Distrik/Utama

JI.Gang/Lokal
Jl. Distrik/Utama

JI.Gang/Lokal

Jl.Distrik/Utama

JI.Gang/Lokal
Ji. Distrik/Utama

Jin LokaV

Distrik/Utama
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BIAYA 1MB

(RP)/M2

500 00

1,000 00

A000 00

3,000.00

""300.06"
500.00

500.00

500.00

300.00

400.00

4,000.00
4,500.00
4,500.00

1,500.00

2,000.00
2,500.00
4,000.00

1,200.00

1,500.00
2,000 00
3,000.00

,200.00

,500.00

,500.00
,600.00

4,000.00
6,000.00

7,000.00

2,700.00
3,000.00

2.700.0Q

BIAYA

SEMPADAN

(RP)M1

V̂ E^fTAPpMANING

KET

ft



1RAN1I . HhKAlUKAN Um^kAl I IkMUUi nirrrwu i l i»u. iu
NOMOR 4 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 JANUARI2012

STRUKTUR OAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Besaran tarif Retribusi Tempat Penjualan Minuman beralkohol

Diminum langsung di tempat penjualan

Hotel berbintang

Restoran dan Rumah makan

Bar, pub, Clab Malam dan Diskotik

Tempat tertentu lainnya yang di tetapkan

oleh bupati

Dijual secara eceran

Toko

Pasar Swalayan,Super Market dan

sejenisnya

Tempat lain yang di'etapkan Kepala Daerah

126

Rp. 250.000,-/pertahun

Rp.350.000,- /per tahun.

Rp.300.000,- /per tahun.

Rp.200.000,- /per tahun.

Rp.400.000,- /per tahun.

Rp.300.000,- /per tahun.

Rp.200.000,-/per tahun.

I!

HANING

\P



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Luas Tempat usaha
<25m7~

jum.
15.000,

15 000,-

lb.000.-

15.000,-

15.000,-
15.000,-

15.000,-

15.000,-

15-000.-
"I7"50a~
17.500,-

17.500,-

17.500,-

17.500,-

17.500,-

17.500.-

17.500.-

17.500.-

"20"000"~
20 000,-

20.000,-

20.000-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-
20.000-

IL LRTU

10

10

10

10

10

10

10

10

10

RIG (Rp)
150.000,

300.000,

450.000,

300.000,

600.000,-
900.000,

450.000,-
900.000,-

1.350.000,-
26 m- s/d 100 rrb

131 S'd 500 m

501 m- s/d 1000 rrP

>i000m2

22.500,-

22.500,-

22.500,-

22.500,

22.500,

22.500,

22.500,
22.500,
22.500,

25.000,-

25.000,-
25.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,

25.000,-

25.000,-

25.000,-

127

1

2

3

1

2

3

1
n

\
1"
2

3

1

2

3

1

2

.3

15

15

15

15

15

15

15

15

1L
20

20

20

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

262.500,-
525.000,-

787.500,

525.000,

1.050.000,

1.575.000,

787.500,-

1.575.000.-

2.362.000-

400.000,

800.000,-

1.200.000,-

800.000,-
1.600.000,-

2.400.000,-

1.200.000,

2.400.000,
3,600.000,

562.500,-
1.125.000,-
1.687.500,

1.125.000,

2.250.000,
3,375.000,

1.687.500,
3,375.000,
5.062.000*,
750.000,-

1.500.000,
2.250.000,

1.500.000,-
3.000.000,-

4.500.000,-

2.250.000,-
4.500.000,-

6.750.000,-



',i iMBUSIIZIN-.iA.NnG! -AN UNTUK LINGKUNG mN PEMUKIMAN/SOSIAL

RTG"(Rp)"uuas i empat usana TL (Rp) IL IG LRTU
. < 25 nr ~ 500.-

7.500,-

7.500,-

: 1
1

1

1

2

3

10

10

10

75.000,-
150.000,-
225.000,-

26 m2 s7d_1fJ0~m2""

7.500,-
7.500,-
7 500,-

7.500,-
7.500,-
7.500,-

2

2

2

3

3

3

1

2

3

1

2

3

10

10

10

10

10

10

150.000,-
300.000,-
450.000,-

225.000,-
450.000,-
675.000,-

10.000,-
10.000,-
10.000,-

1

1

1

1

2

3

15

15

15

150.000,-
300.000,-
450.000,-

10.000,-
10.000,-
10.000,-

2

2

2

1

2

3

15

15

15

300.000,-
600.000,-
900.000,-

10.000,-
10.000,-
10.00C,-

3

3

3

1

2

3

15

15

15

450.000,-
900.000,-

1.350.000,-
101 m's/d 500 m' 12.500,-

12.500,-
12.500,-

1

1

1

1

2

3

20

20

20

250.000,-
500.000,-
750.000,-

I

12.500,
12.500,-
12.500,-

2

2

2

1

2

3

20

20

20

500.000,-
1.000.000,-
1.500.000,-

!

501 rm s/d"1000 m-

12.500.-

12.500,-
12.500,-

3

3

3

1

2

3

20

20

20

750.000,-
1.500.000,-
2.250.000,-

15.C0O,-
15 000,-
15,000,-

1

1

1

1

2

3

25

25

25

375.000,-
750.000,-

1.125.000,-

15.000,-
15.000,-
15.000,-

2

2

2

1

2

3

25

25

25

750.000,-
1.500.000,-
2.250.000,-

I 15000,-
15.000,-
15.000.-

3

3

3

1

2

3

25

25

25

1.125.000,-
2.250.000,-
3.375.000,-

-1000 nrP 25 000,-
25 000,-
25.000,-

1

1

1

1

2

3

20

20

20

525.000,-
1.050.000,-
1,575.000,-

25 000,-
25 000,-

?5000 -

2

2

2

1

2

20

20

20 ;

1.050.000,-
2 100000,-

3 150,000 -

25 0C0,- j
25 000,-

25,000,- '

a

3

3

i

i I 20

2 20

3 i 20

1,575.000,- |
3.150.000,-
4.725.000,-
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PERAT HP

NO MO'A

UNA- :.-.-

AERAH KABUPAiFN ROTF NDAO
: -\l •! !N

: I1 I/'ill II,

--rap

o;ai

b. Pendaftaran Wang

-ModiI Penumpang Umum berkapasitas s/d 12 orang
-Mobil Bus berkapasitas 13-26 orang
-Mobil Bus berkapasitas lebih dar, 26 orang

131

NDAO

ANING

:OU.

&



5.LAMPIRANVPERATURANDAERAHKABUPATENROTENDAO
NOMOR4TAHUN2012

TANGGAL12JANUARI2012

STRUKTURDANBESARNYATARIFRETRIBUSIUSAHAPERIKANAN

JENISIZIN/SURAT

JENISKOMODITI

'-'•{IPP'-;nangkapan
:EmrnnHukuir.

i)Perorangan
SuratIzinPenangkapan
Ikan

(Si?l)
aPancingtangan(Hand

Line]
bPancingrawe(Long

Line)

cjaringmsang(GilNet)

d,jaringudang(Tramel
Net)

e,jaringlingkar(Purse
seine)

SuratIzinUsahaPerikanan

(SIUP)Budidaya

VOLUME

1-2hektar

aBudidayaikanairtawar\2,1-5hektar
Diatas5hektar

,D,.I2,1-4,9hektar
bBudidaya,kanairpayauL^-^-^-

(.kan.udang.kepiting)I10|1.20hektar

c,BudidayaKeramba
JaringApung(KJA)

d.BudidayaTenpang
(menggunakan
kurungan)

eBudidayaKerang
Mutiara

SuratizinKapal
PengangkutIkan(SIKPI)

2-5unit

6-10unit

Diatas10unit

5-10unit

11-20unit

0,06-0,10
hektar

0,11-0,55
hektar

Diatas0,55
hektar

132

UKURANTARIFMASA

KAPAL/(Rp)BERAKL

SKALA

USAHA

Per

750.000,-tahun

5-10GT

100.000,

250.000,-

2"50.000T-

250.000,

250.000,-

100.000,-

150.000,

250.000,-
125.000,-
250.000,-
500.000,-
100.000,-
250.000,-
500.000,-

250.000,-
500.000,-

500.000,-

1,000.000,-

2.000.000,-

200.000

Waning

Per

tahun

Per

tahun

Per

tahun

Per

tahun

Per

tahun

Per

Tahun

Per

Tahun

Per

Tahun

Per

Tahun

Per

Tahun

Per.

TahunkP.


